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KESIMPULAN DAN SARAN



A. [bookmark: _TOC_250002]Kesimpulan

Dasar Hukum Peran Brimob Polda Sumut dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Kekerasan. Peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Brimob Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Ketiga perangkat hukum ini menjadi acuan operasional yang legal dan terstruktur dalam pelaksanaan tugas Brimob.
Kendala dalam Penegakan Hukum oleh Unit Pelopor Brimob Polda Sumut Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas meliputi keterbatasan jumlah personel, kurangnya peralatan modern dan memadai, birokrasi pengambilan keputusan yang lambat, tekanan publik terkait isu HAM, minimnya pelatihan berkelanjutan, hingga kendala koordinasi lintas sektor. Hal ini menghambat efektivitas Brimob dalam menjalankan tugas secara optimal di lapangan.
Upaya dan Strategi Brimob dalam Menangani Kejahatan Berbasis Kekerasan. Unit Pelopor Brimob Polda Sumut telah melakukan berbagai strategi penguatan seperti peningkatan pelatihan taktis, penguatan intelijen lapangan, patroli terpadu, penyuluhan hukum, evaluasi internal berkala, digitalisasi sistem
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informasi, serta membangun kemitraan strategis dengan masyarakat dan instansi terkait. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Brimob tidak hanya mengandalkan kekuatan represif, tetapi juga menerapkan pendekatan preventif dan humanis.


B. [bookmark: _TOC_250001]Saran

1) Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung

Disarankan agar ke depan dilakukan optimalisasi jumlah personel serta pengembangan sarana dan prasarana operasional Unit Pelopor Brimob Polda Sumut. Hal ini untuk mendukung kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi kejahatan berbasis kekerasan di berbagai wilayah.
2) Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Berkelanjutan

Untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan yang semakin kompleks, pelatihan yang bersifat taktis, hukum, serta penguatan kemampuan komunikasi dan pemahaman HAM bagi personel perlu terus ditingkatkan secara rutin dan berjenjang.
3) Penyempurnaan Mekanisme Koordinasi Operasional

Perlu terus dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga secara efektif agar sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk Polri, TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat, dapat berjalan selaras dalam mendukung tugas-tugas penegakan hukum oleh Brimob.
4) Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan, pemetaan daerah rawan, dan distribusi logistik operasional diharapkan dapat mendukung
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efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan lapangan yang bersifat taktis dan cepat.
5) Pendekatan Humanis dan Sosialisasi Peran Brimob

Pendekatan yang bersifat humanis dan partisipatif kepada masyarakat serta peningkatan komunikasi publik yang terbuka dan edukatif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Brimob sebagai pelindung dan penjaga keamanan yang profesional.
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